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KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin Indonesia 29 fl. Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3. Jakarta 12930 Inconzsia
Tel. (62-21) 5274484, 5274485 Fax. (62-21) 5274337, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor : Skep/C4o IDP/NII2005

Tentang

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA

ANTARA DEWAN PENGURUS, DEWAN PERTIMBANGAN,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

BADAN APARAT ORGANISASI, PANITIA
DAN KOMITE KHUSUS YANG BERSIFAT AD HOC
DENGAN SEKRETARIAT KADIN INDONESIA

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

a. bahwa dalam rangka mengembangkan tata hubungan kerja yang
harmonis dan profesional antara Dewan .Pengurus, Dewan
Pertimbangan, badan aparat organisasi, panitia dan komite
khusus yang bersifat ad hoc dengan Sekretariat Kadin Indonesia
agar implementasi fungsi dan tugas Kadin Indonesia dapat
terlaksana secara optimal, dianggap perlu adanya satu pedoman
hubungan kerja Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, badan
aparat organisasi, panitia dan komite khusus yang bersifat ad hoc
dengan Sekretariat Kadin Indonesia yang dapat digunakan
sebagai acuan dalam masalah hubungan kerja dimaksud yang
berlaku bagi organisasi Kadin Indonesia ;

b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Pengurus Kadin Indonesia.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Kamar Dagang dan Industri ;

2. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Industri ;

Hasil Keputusan Rapimnas Kadin 2005 tanggal 3-4 Februari 2005 di
Jakarta.





image2.png
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
(Ihdonesicn Chamber of Commerce & Industry)

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
tentang Pedoman hubungan kerja Dewan Pengurus, Dewan
Pertimbangan, badan aparat organisasi, panitia dan komite khusus
yang bersifat ad hoc dengan Sekretariat Kadin Indonesia.

Menetapkan Pedoman hubungan kerja Dewan Pengurus, Dewan
Pertimbangan, badan aparat organisasi, panitia dan komite khusus
yang bersifat ad hoc dengan Sekretariat Kadin Indonesia
sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pedoman hubungan kerja Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan,
badan aparat organisasi, panitia dan komite khusus yang bersifat ad
hoc dengan Sekretariat Kadin Indonesia sebagaimana dimaksud
diktum Pertama merupakan Peraturan Organisasi Kamar Dagang dan
Industri Indonesia yang dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan
bagi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam
kegiatan sejenis dengan penyesuaian terhadap kondisi dan
kebutuhan setempat.

Mencabut semua Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan
peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Pedoman hubungan
kerja Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan, badan aparat
organisasi, panitia dan komite khusus yang bersifat ad hoc dengan
Sekretariat Kadin Indonesia yang pernah dikeluarkan sebelumnya.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur oleh
Dewan Pengurus Kadin Indonesia dalam peraturan atau ketentuan
tersendiri.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta
Padatanggal :.3/ Maret 2005

Dewan Pengurus
%"\/ Kamar Dagang dan Industri Inddnesi
Ketua

w

Mohamad S. Hidayat

Tembusan Kepada Yth. :

LN NFFYXIN

. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Ketua Umum Kadin Provinsi sejuruh Indonesia

Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Kadin Indonesia
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : Skep/o4o [DP/I11/2005
TANGGAL : 31 Maret 2005

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA
ANTARA
DEWAN PENGURUS NASIONAL, BADAN APARAT ORGANISASI,
APARAT ORGANISASI AD HOC DENGAN SEKRETARIAT
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

DASAR HUKUM dan LINGKUP

.1. Pasal 20 ayat 5, pasal 21, pasal 23 Anggaran Dasar;

.2, Pasa$, dan 20 Anggaran Rumah Tangga;

.3. SKEP/ 031/ DP/ III/ 2004 tanggal 8 Maret 2004 tentang ...

.4. SKEP/ 032/ DP/ III/ 2004 tanggal 24 Maret 2004 tentang ....

.5. Perangkat dan aparat Kadin Indonesia yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
o Dewan Pengurus Nasional (DPN),

Dewan Pertimbangan,

Badan Aparat Organisasi,

Aparat Organisasi ad hoc,

Penasehat ahli, kelompok-kelompok kerja.

e o o o

TUJUAN

Mengembangkan tata hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara Dewan
Pengurus, Dewan Pertimbangan, Badan Aparat Organisasi, Aparat Organisasi Ad Hoc
dengan Sekretariat pada tingkat Kadin Nasional agar implementasi fungsi dan tugas
Kadin Indonesia dapat terlaksana secara optimal.

. FUNGSI-FUNGSI

. 3.1. Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Badan Arapat

Organisasi, Aparat Organisasi ad hoc merupakan perangkat dan aparat Kadin
Indonesia yang menetapkan kebijaksanaan organisasi, termasuk kebijakan
operasional;

3.2. Sekretariat Kadin Indonesia merupakan aparat organisasi yang melaksanakan
kebijaksanaan Dewan Pengurus Nasional, Dewan Pertimbangan Nasional, Aparat
Organisasi ad hoc termasuk kebijakan operasional, selain menyelenggarakan
program dan layanan tersendiri kepada publik - shareholderf konstituen Kadin
Indonesia (Kadin Provinsi.dan Asosiasi/ Himpunan) maupun publik - stake holders
Kadin Indonesia (seluruh pelaku usaha, lembaga/ instansi terkait dalam/ luar
negeri).
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4. JENIS KEGIATAN DAN HUBUNGAN FUNGSI-FUNGSI

4.1. Jenis kegiatan fungsional yang termasuk dalam lingkup kegiatan yang diatur dalam

pedoman ini adalah

a) Kontak lisan, langsung dan atau melalui alat telekomunikasi;

b) Surat-menyurat, Undangan dan Dokumen;

c) Rapat-rapat internal bagi: dewan pengurus, dewan pertimbangan, aparat
organisasi ad hoc dan sejenis, yang meliputi layanan rumahtangga, sarana, dan
peralatan (sound system, dan lainnya);

d) Rapat kerja/ koordinasi dengan pihak eksternal;

e) Agenda tetap organisasi (raker, rakor, rapimnas, munas, munassus);

f) Agenda pelaksanaan program kerja;

g) Agenda tidak tetap: seminar, lokakarya, pameran, dan sejenisnya;

h) Notulen, Laporan, dan proceedings,

i) Sambutan dan makalah;

j) Penerimaan Tamu;

k) Dokumen, Cinderamata, dan Barang Sumbangan;

1) Penilaian/ Pertimbangan/ Hasil Penelitian/ Saran;

m) Perjalanan Dinas, dan Kunjungan Dalam/ Luar Negeri.

4.2.

Hubungan fungsi-fungsi:

4.2.1,

4.2.3.

Layanan fungsional bagi Ketua Umum dan para Wakil Ketua Umum untuk

kegiatan seperti pada

e butir 4.1.a) dan b) dilakukan oleh Sekretariat Pimpinan,

» butir 4.1.c dilakukan oleh Biro Umum, dan

e butir 4.1.h) dan i) dilakukan oleh Direktur Eksekutif dibantu Assisten
Direktur Ekskekutif Bidang Khusus dan staf yang ditugasi;

. Layanan fungsional bagi Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota Dewan

Pertimbangan untuk kegiatan seperti pada

e butir 4.1.a) dan b) dilakukan oleh Asisten Direktur Eksekurif Bidang
Khusus atau staf yang ditugasi,

e butir 4.1.c dilakukan oleh Biro Umum, dan

e butir 4.1.h) dan i) dilakukan oleh Assisten Direktur Ekskekutif dan staf
yang ditugasi;

Layanan fungsional bagi Komite Tetap dan Pokja-Pokja untuk kegiatan

seperti pada

e butir4.1.a), b) dan ¢) dilakukan oleh dilakukan oleh Biro Umum, dan

e butir 4.1.h) dan i) dilakukan oleh Assisten Direktur Ekskekutif Bidang
Khusus dan staf yang ditugasi;

. Layanan fungsional untuk kegiatan seperti pada butir e), f) dan g) yang

biasanya dilaksanakan melalui kepanitiaan dan atau komite khusus ad hoc,
Sekretariat menyediakan layanan fungsional secara terbatas berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan serta dengan penugasan Direktur Eksekutif;

. Layanan fungsional bagi seluruh jajaran Dewan Pengurus untuk kegiatan

seperti pada butir d) termasuk tindak-lanjutnya dilakukan melalui
penugasan Direktur Esksekutif kepada masing-masing direktorat terkait;

. Layanan fungsional yang membutuhkan keahlian tertentu seperti

pembuatan proceedings, sambutan, makalah dan sejenis dilakukan melalui
penugasan Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum kepada LP3E Kadin Indonesia
atau Direktur Eksekutif;

. Sekretariat wajib mengembangkan sumber daya keahlian berdasarkan

kebutuhan pada direktorat-direktorat, baik untuk mendukung layanan
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fungsional maupun implementasi program dan layanan kepada publik
seperti pada butir 3.2.

4.2.8. Pengaturan hubungan dan layanan fungsional yang berkaitan dengan
kegiatan surat-menyurat dilakukan berdasarkan pedoman mengenai hal
dimaksud.

5. STANDARISASI LAYANAN DAN PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

5.1. Sekretariat Kadin Indonesia melaksanakan Sistem Manajemen Mutu dalam rangka
pengakuan ISO 9001: 2000 untuk seluruh kegiatannya;

5.2. Sekretariat Kadin Indonesia melakukan standarisasi layanan seperti pola dan
bentuk kegiatan, format-format dokumen, dan lainnya secara berkesinambungan,
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar continual improvement dalam 1SO 9001: 2000.

DITETAPKANDI: JAKARTA
PADA TANGGAL : Maret 2005
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI I
KETUAUMUM

MOHAMAD S. HIDAYAT
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